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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A. LATAR BELAKANG 
 

Dalam pilkada serentak 2017 Provinsi DKI Jakarta turut menyelenggarakan pilkada pada 15 
Februari 2017. Dengan jumlah penduduk yang besarnya 10.192.886 jiwa, KPU DKI Jakarta 
menetapkan 7.108.589 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berhak berpartisipasi di Pilkada 
Serentak Jakarta. Untuk melayani hak pilih jutaan pemilih tersebut, KPU Jakarta membuka 
13.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di lokasi-lokasi strategis. Dalam 
konteks penyelenggaraan pemilu yang inklusif, aksesibel dan non diskriminasi, TPS adalah 
salah satu wilayah persoalan yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya memberikan 
layanan aksesibel kepada pemilih disabilitas. 
 
Keberpihakan terhadap disabilitas cukup banyak ditopang oleh perspektif KPU RI yang 
sangat memadai. Melalui portal data kepemiluan, KPU RI berinovasi mempublikasikan data 
rinci tentang pemilih disabilitas di setiap wilayah yang menyelenggarakan pilkada. Kategori 
disabilitas yang diakomodir terdiri dari 5 jenis: Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna 
Rungu/Wicara, Tuna Grahita dan Disabilitas lainnya. Pada Pilkada Jakarta, berdasarkan 
kategorisasi tersebut, KPU DKI Jakarta mengidentifikasi total pemilih disabilitas berjumlah 
5.371 pemilih, atau 0,08% dari jumlah DPT.  
 
Publikasi data rinci pemilih disabilitas ini merupakan langkah maju jika dibandingkan 
dengan praktik kepemiluan yang sebelumnya. Form C1 yang memuat informasi perolehan 
suara, saat ini telah menampilkan informasi rinci pemilih disabilitas. Dengan klasifikasi dan 
publikasi secara khusus, isu disabilitas menjadi lebih mengemuka dan mendapatkan 
perhatian publik yang luas. Ruang data untuk disabilitas ini menjadi pesan yang tegas 
kepada jajaran penyelenggara pemilu/pilkada di daerah bahwa layanan bagi disabilitas 
adalah sebuah keniscayaan. Hal Ini sangat sesuai dengan jargon yang dibawa oleh KPU RI, 
άƳŜƭŀȅŀƴƛ ǇŜƳƛƭƛƘΦέ 

 
1. Dasar Hukum 

 
Pasal 28I Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Ayat konstitusi ini adalah jaminan dasar 
bahwa penyandang disabilitas termasuk warga negara yang harus mendapatkan hak 
yang sama dengan warga negara yang non disabilitas, termasuk hak pilih, hak dipilih dan 
hak untuk menjadi penyelenggara Pemilu. Bahkan Pasal 28H Ayat 2 menjanjikan bahwa 
setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan 
keadilan. Sehingga, disabilitas selaku warga yang menghadapi banyak hambatan dalam 
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menjalani aktivitas kesehariannya, dijamin konstitusi untuk mendapat perlakukan 
khusus guna mendapatkan kemudahan dan kesamaan dengan warga negara lain. 
Dalam tataran kebijakan, afirmasi bagi pemilih disabilitas tidak hanya diperkuat oleh UU 
No. 1 tahun 2015 juncto UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, tetapi 
semakin diteguhkan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. KPU 
RI menangkap pesan regulasi ini dengan mengakomodasi pasal-pasal inklusif disabilitas 
di Peraturan KPU (PKPU). Salah satunya melalui PKPU No. 14 Tahun 2016 tentang 
pemungutan dan penghitungan suara pilkada, SE KPU No. 7 Tahun 2016 tentang alat 
bantu periksa pelaksanaan pemilu akses; dan pada Keputusan KPU No. 
145/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang desain surat suara dan desain alat bantu coblos 
(template) bagi pemilih tunanetra pada pilkada. Tidak hanya KPU RI, Bawaslu ikut 
memperkuat aspek pengawasan aksesibilitas pemilu dengan menerbitkan SE Bawaslu 
No. 244/11/2015 tentang pengawasan pemilu akses dan layanan bagi pemilih disabilitas.  

 
2. MOU KPU RI dan PPUA Disabilitas 

 
Sebagai bentuk keseriusan penyelenggara pemilu untuk menjamin pemilu yang akses, 
pada tahun 2013 KPU RI bersama PPUA Disabilitas menandatangani kesepakatan 
bersama dalam rangka meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam 
pemilihan umum. Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU No. 146/DPP PPUA 
Penca/III/2013. MoU ini merupakan capaian yang diraih PPUA Disabilitas setelah 11 
tahun aktif mengadvokasi pemilu akses, baik di tataran regulasi, kelembagaan maupun 
praktik pemilu.  
 
PPUA Disabilitas merupakan koalisi berbagai organisasi disabilitas tingkat nasional yang 
mewakili masyarakat penyandang disabilitas, antara lain: Persatuan Penyandang 
Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan 
Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia 
(Gerkatin), Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI), Ikatan 
Syndroma Down Indonesia (ISDI) dll. Selain itu, PPUA Disabilitas merupakan mitra dari 
organisasi pemilu seperti Cetro, Perludem, JPPR, KIPP, dll.  
 
Visi yang diusung adalah terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel dan non 
diskriminatif sehingga menjamin penyandang disabilitas dapat secara langsung, bebas, 
rahasia dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya. Misi PPUA Disabilitas adalah; 
adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam 
menyampaikan hak berpolitik untuk memilih dan dipilih; serta terwujudnya PEMILU 
yang akses bagi penyandang disabilitas. Salah satu manifestasi dari MoU tersebut adalah 
dilakukannya pemantauan aktif Pemilu akses Pilkada DKI Jakarta 2017. 
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B. TUJUAN DAN MANFAAT PEMANTAUAN 
 

Tujuan dari pemantauan pemilu akses DKI Jakarta adalah untuk memperoleh gambaran 
sejauh mana implementasi Pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi bagi pemenuhan 
hak politik disabilitas pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang telah ada.  
Hasil Pemantauan ini akan menjadi masukkan kepada KPU dan berbagai stakeholder guna 
perbaikan penyelenggaraan PEMILU AKSES pada PILKADA serentak 2018 dan PEMILU 
Nasional 2019. Sekaligus menjadi bahan evaluasi sejauh mana penyelenggara di tingkat 
KPPS memahami dengan baik peraturan yang berlaku. Semua ini akan menjadi bahan 
pertimbangan bagi KPU RI untuk menyiapkan strategi guna menyukseskan kerja-kerja 
Bimbingan Teknis (Bimtek) di penyelenggara tingkat daerah ke depan.  

 
 
C. KERANGKA KONSEPTUAL 
 

1. Identifikasi Penyandang Disabilitas 
Untuk mengidentifikasi seseorang menyandang disabilitas, maka dapat dinilai dari 
sekurang-kurangnya 3 kategori: 1) Memiliki keterbatasan fisik (tubuh), Intelektual 
(kecerdasan), mental (ganguan kejiwaan), dan/atau sensorik (panca indra), 2) Memiliki 
hambatan mobilitas dan berinteraksi karena faktor lingkungan dan/atau sikap 
masyarakat, serta 3) Tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif tanpa lingkungan 
yang akses, dan bantuan/pelayanan orang disekitarnya.  

 
2. Ragam Penyandang Disabilitas 

Untuk kepentingan teknis kepemiluan, maka KPU RI membagi pemilih disabilitas 
sebagai berikut: 
a. Pemilih Tunadaksa, adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya: 

pengguna kursi roda, penyandang polio kaki/tangan, seseorang yang pernah 
mengidap lepra, orang kecil, dll. 

b. Pemilih Tunanetra, adalah seseorang yang tidak dapat melihat. 
c. Pemilih Tunawicara, adalah seseorang yang tidak dapat berbicara. 
d. Pemilih Tunarungu, adalah seseorang yang tidak dapat mendengar . 
e. Pemilih Tunagrahita, adalah seseorang dengan keterbatasan 

intelektual/kecerdasan. 
f. Pemilih Disabilitas Mental, adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa. 

 
3. Desain Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Aksesibel 

Keterbatasan seseorang akibat dari hambatan disabilitas tidak lantas menghalanginya 
untuk menjadi seorang pemilih. Keterbatasan ini yang kemudian harus dijawab dengan 
mendesain pelaksanaan pemilu (dan pilkada) yang aksesibel. Maksud dari pemilu yang 
aksesibel yaitu: 
a. Tahapan, fasilitas, dan bahan-bahan Pilkada mudah dipahami dan digunakan oleh 

semua orang, terutama pemilih disabilitas. 
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b. Pemilih bebas memilih dan kerahasiaan pilihan pemilih terjamin. 
c. Tidak ada persyaratan yang membatasi hak seseorang untuk memilih, dipilih dan 

atau menjadi penyelenggara pemilu. 
 

4. Sarana dan Prasarana yang Aksesibel 
Masing-masing ragam disabilitas membutuhkan perlakuan dan pendekatan yang 
berbeda dalam layanan kepemiluan. Hal ini karena keterbatasan yang spesifik hanya 
dapat dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel serta layanan 
ramah disabilitas bagi pemilih disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana yang 
dimaksud adalah sebagai berikut: 

 
5. Penempatan TPS yang mudah dijangkau dan aksesibel  

a. Tempatkan TPS dilokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu- batu, 
tidak berumput tebal, tidak melompati parit; 

b. Lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda; 
c. Ukuran tinggi meja bilik suara 75 cm dan berongga; 
d. Tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah  dijangkau oleh pengguna kursi roda; 
e. Sediakan alat bantu coblos pemilih tuna netra di setiap TPS; 
f. Sediakan formulir C3 /form  pendampingan bagi pemilih disabilitas; 

 
6. Pelayanan Ramah Disabilitas  

A. Pemilih tuna daksa 

¶ Tawarkan bantuan apa yang dibutuhkan, dan lakukanlah sesuai petunjuk yang 
tersedia; 

¶ Bagi pengguna kursi roda, untuk melewati tanggul, dapat dibantu dengan 
menginjak bagian belakang kursi roda, agar bagian depan kursi roda sedikit 
terangkat; 

¶ Apabila lokasi TPS bertangga-tangga, untuk menuruni tangga pastikan kursi 
roda dalam posisi mundur. 

 
B. Pemilih Tunarungu: 

¶ Pergunakan bahasa isyarat, tulisan, dan tulisan berjalan (running text); 

¶ Tepuk bahunya, Tatap wajahnya, berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas 
dan perlahan agar dia dapat membaca gerak bibir Anda dan tidak perlu 
berteriak; 

¶ Berikan kode atau lambaikan tangan Anda bila saat gilirannya untuk mencoblos 
tiba. 

 
C. Pemilih Tunanetra: 

¶ Bagi tuna netra, sediakan informasi pemilu bentuk audio dan huruf braille; 

¶ Sentuh pundak atau tangannya saat hendak   memulai pembicaraan; 

¶ Tawarkan kepadanya apakah membutuhkan pendampingan atau 
membutuhkan alat bantu coblos. 
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D. Pemilih Tunagrahita: 
Biasanya pemilih Tuna Grahita mendapatkan pendampingan dari keluarga atau 
guru. 

 
E. Pemilih Disabilitas Mental: 

Pada saat pemutakhiran data, semua pemilih disabilitas mental, khususnya di 
rumah sakit jiwa atau panti, harus didata sebagai pemilih terkecuali pemilih yang 
mendapat surat keterangan dokter yang menyatakan dia tidak bisa ikut memilih. 

 
 
D. METODE PEMANTAUAN 

 
Objek pemantauan adalah TPS-TPS yang disiapkan pada penyelenggaraan Pilkada DKI 
Jakarta 2017. Metode yang dipergunakan untuk menentukan TPS yang akan dipantau 
adalah Random Sampling, yang jumlahnya disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya 
pemantau. Oleh sebab itu, pemantauan dilaksanakan di 54 TPS yang tersebar di 5 wilayah 
Kotamadya Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 
 
1. Jakarta Timur : 15 TPS 
2. Jakarta Selatan : 11 TPS 
3. Jakarta Pusat  : 13 TPS 
4. Jakarta Barat  : 9 TPS 
5. Jakarta Utara  : 6 TPS 
 
Sumberdaya manusia yang dilibatkan untuk memantau ke-54 TPS yang dimaksud 
berjumlah 12 pemantau, yang terdiri dari 8 orang disabilitas fisik dan 4 orang disabilitas 
netra. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap pemantau dibekali dengan daftar 
pertanyaan sederhana yang terkait penyediaan sarana dan prasarana yang aksesibel serta 
layanan ramah disabilitas pada penyelenggaraan pilkada Provinsi DKI Jakarta. Kemudian 
pemantau menjawab instrumen pertanyaan tersebut sesuai dengan hasil amatannya di 
TPS. Adapun Susunan pertanyaannya adalah sebagai berikut: 
 
1. Nama Pemantau/Disabilitas/No TPS/ Lokasi TPS?  
2. Apakah lokasi TPS aksesibel bagi disabilitas?  
3. Apakah tersedia alat bantu coblos braille bagi tuna netra? 
4. Apakah ada kolom keterangan disabilitas pada DPT di papan pengumuman TPS? 
5. Apakah petugas KPPS memberikan pelayanan ramah disabilitas? 
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BAB II 
HASIL PEMANTAUAN 

 
 
 

A. Daftar Nama Pemantau, Lokasi dan Jumlah TPS 
 
  l.  Jakarta Timur 
 

No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS 

1 Catur Sigit Kursi Roda 5 

2 Kurniawan Fisik 3 

3 Rushartomo Fisik 5 

4 Ariani S Netra 2 

 
  ll.   Jakarta Selatan   
 

No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS 

1 Mahmud Fasa Fisik 5 

2 Yudi Yahya Fisik 5 

3 Tati Fisik 1 

 
  lll.   Jakarta Pusat 
 

No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS 

1 Leindert Fisik 4 

2 Nedi Supriadi Kursi Roda 9 

 
lV.   Jakarta Barat  
 

No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS 

1 Eka Setiawan Netra 3 

2 Mahreta Netra 6 

 
V.   Jakarta Utara 
 

No Nama Pemantau Ragam Disabilitas Jumlah TPS 

1 April Syar Netra  6 
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B. Apakah Lokasi TPS Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas? 
 
 
TPS di Pilkada DKI Jakarta 2017 belum sepenuhnya aksesibel bagi disabilitas.  
Aksesibilitas yang dimaksud dinilai dari variabel: 
A. Jalan menuju TPS yang ramah bagi disabilitas 
B. Pintu masuk ke TPS yang akses 
C. Area TPS yang akses 
D. Penempatan bilik suara dan meja bilik suara 
E. Peletakan kotak suara yang aksesibel.  
 
Dari seluruh TPS yang dipantau, sebesar 56% TPS dinilai belum akses. Masih terdapat sekurang-
kurangnya 1 dari 5 variabel akses yang dinilai belum dipenuhi oleh TPS. Sedangkan 44% lainnya 
sudah memenuhi prinsip aksesibilitas secara penuh. Sehingga, disabilitas fisik--pengguna kursi 
roda--dapat menyalurkan hak pilihnya secara mandiri dan tanpa terkendala. 
 
NO AKSESIBILITAS AKSES % TIDAK AKSES % 

1 TPS Full Akses 24 44% 30 56% 

2 Jalan menuju TPS 47 87% 7 13% 

3 Pintu masuk ke lokasi TPS 43 80% 11 20% 

4 Area TPS  52 96% 2 4% 

5 Bilik suara 47 87% 7 13% 

6 Kotak suara 51 94% 3 6% 

 
 

1. Jalan Menuju TPS yang Tidak Akses 
 

Secara terperinci, tim pemantau mencatat bahwa terdapat jalan menuju TPS yang tidak 
akses di 13% TPS. Pintu masuk TPS 
yang tidak akses bagi pengguna kursi 
roda ada di 20% TPS; masih 
ditemukannya area TPS yang sempit 
dan menghambat gerak disabilitas di 
4% TPS; terdapat bilik suara yang 
tidak ramah disabilitas di 13% TPS; 
serta, posisi kotak suara yang 
penempatannya terlalu tinggi bagi 
disabilitas di 6% TPS.  
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Kendala umum yang dialami oleh disabilitas saat mengakses jalan menuju lokasi TPS disebabkan 
adanya hambatan, yaitu:  

a. Akses jalan yang menanjak. Bagi pengguna kursi roda pasti akan mengalami hambatan 
saat mendaki tanjakan ke lokasi TPS. Apalagi jika tanjakan itu tidak dilengkapi dengan 
alat bantu mendaki seperti pegangan besi yang biasanya dipasang di sisi ramp.   
  

b. Perbedaan permukaan lantai menuju lokasi yang terlalu tinggi. Situasi seperti ini sering 
terdapat di sekolah-sekolah dasar, posisi lantai ruang kelas yang digunakan sebagai TPS 
tinggi agar tidak menyatu dengan permukaan jalan. Begitu pula dengan hambatan lain, 
misalnya lokasi TPS yang harus melewati trotoar, yang tingginya antara 15-20 cm dari 
badan jalan, situasi ini sangat menghambat disabilitas jika tidak dibantu oleh petugas 
KPPS atau warga sekitar.  
 

c. Adanya tonggak-tonggak penghalang motor. Kasus ini terdapat di TPS 13 Bendungan 
Hilir. Jalan menuju ke lokasi TPS harus melewati patok besi setinggi 90cm. Dan tidak 
tersedia jalur alternatif lain yang dapat digunakan untuk mengakses lokasi TPS. 
Sehingga, petugas KPPS bersama warga harus bersusah payah menggotong pemilih 
berkursi roda melewati patok besi.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
d. Jalan menuju lokasi TPS terdapat parit atau got. Lebar jembatan yang tersedia hanya 

dapat dilalui oleh warga non-disabilitas. Tampaknya jembatan memang sengaja tidak 
disediakan karena diasumsikan tidak ada pemilih pengguna kursi roda.  
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2. Pintu Masuk TPS yang Tidak Akses 
 
Kendala yang dihadapi oleh disabilitas untuk melewati pintu masuk TPS pada umumnya 
serupa dengan kendala saat mengakses jalan menuju lokasi TPS, yaitu adanya perbedaan 
lantai area TPS yang lebih tinggi dari permukaan jalanan. Sehingga pengguna kursi roda 
harus diangkat atau dibantu oleh petugas KPPS agar bisa naik ke lantai area TPS. Hambatan 
lain yang dihadapi di pintu masuk adalah: (1) ukuran lebar pintu yang terlalu sempit bagi 
pengguna kursi roda atau kurang dari 80 cm, (2) pintu yang bertangga-tangga, (3) adanya 
perbedaan permukaan lantai setinggi 50 cm. 
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3. Area TPS yang Tidak Akses 
Saat tiba dilokasi TPS, pemilih disabilitas masih dihadapkan dengan sempitnya area 
TPS sehingga pengguna kursi roda tidak dapat bergerak dengan nyaman. KPPS perlu 
membantu akses gerak pemilih disabilitas yang pada akhirnya membentuk antrian 
Lokasi yang sempit juga membuat proses pencoblosan lebih lama dan membentuk 
antrean. Lebih disayangkan lagi, terdapat TPS yang selain areanya sempit juga ada 
parit yang sangat membahayakan pemilih disabilitas, yaitu di TPS 06 Sumur Batu. 
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Lain lagi di TPS 04 Pancoran, lokasi TPSnya selain sempit juga didirikan di atas 
struktur tanah yang berbatu-batu (krikil). Sehingga pengguna berkursi roda harus 
kerja ekstra untuk melalui setiap mekanisme pemilihan di TPS.  

 
4. Penempatan Bilik Suara dan Meja Bilik Suara Tidak Akses 

Persoalan yang banyak dihadapi oleh 
disabilitas saat mengakses bilik suara 
selama Pilkada DKI Jakarta 2017 
adalah posisi bilik suara yang terlalu 
merapat ke dinding. Banyak TPS yang 
tidak bisa dimasuki oleh kursi roda. 
Catatan dari temuan lapangan, 
ukuran kerapatannya kurang lebih 
sepanjang bahu orang dewasa, yang 
tentu tidak dapat dilalui oleh kursi 
roda yang membutuhkan ruang 
selebar 90 cm.  

 

5. Peletakan Kotak Suara yang Tidak 
Akses 
Dalam hal penempatan kotak suara, 
terdapat beberapa TPS yang 
memposisikan kotak suara terlalu 
tinggi. Bagi orang kecil dan pengguna 
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kursi roda. Tentu tidak dapat memasukkan surat suara yang telah dicoblos secara mandiri.  
 
C. Apakah Tersedia Alat Bantu Coblos Braille bagi Tunanetra? 

 
Belum semua TPS tersedia Alat Bantu Coblos Braille, atau Template. Hasil pantauan tim 
pemilu akses, 4 TPS dari 54 TPS tidak menyediakan perlengkapan template untuk 
kebutuhan disabilitas netra (tunanetra). TPS yang dimaksud adalah: TPS 26, TPS 27, TPS 28, 
dan TPS 38 yang terdapat di daerah Cempaka Baru Tengah, Jakarta Pusat. Alasan yang 
disampaikan oleh petugas KPPS karena di TPS tersebut tidak terdapat tunanetra, sehingga 
dirasa tidak perlu melengkapi TPS dengan alat bantu coblos. Sikap ini sangat disayangkan 
karena tetap ada potensi kehadiran disabilitas netra di TPS tersebut. Bisa saja disabilitas 
netra kendati tidak terdaftar di DPT namun hadir di TPS dengan membawa E-KTP di satu 
jam terakhir pencoblosan. Mengingat fenomena pemilih DPTb yang membludak di pilkada, 
atau pemilih limpahan dari TPS lain yang kehabisan surat suara. 
 
Di sisi lain, ketiadaan template braille ini sangat diragukan. Kemungkinan di 4 TPS tersebut 
tersedia alat bantu coblos, tapi tidak semua anggota KPPS mengetahui ketersediaannya 
atau memahami fungsi alat tersebut. Dapat juga diduga, pemantau yang merupakan 
pengguna kursi roda pun tidak sepenuhnya memahami pentingnya keberadaan dan fungsi 
template di TPS. Ini perlu dipertanyakan kembali kepada 4 TPS yang dimaksud agar tidak 
terulang pada saat pilkada putaran kedua Provinsi DKI Jakarta. 

 
D. Apakah Ada Kolom Keterangan Disabilitas pada DPT di Papan Pengumuman TPS? 

 
DPT pada papan pengumuman di setiap TPS telah memuat kolom pemilih disabilitas. 
Walaupun dalam praktiknya, kolom disabilitas sebagian besar kosong (tidak diisi) dan 
hanya 4 TPS yang terisi. 

 


